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ABSTRAKSI 

 

Nama                              : Charistiana Patri 

Npm                              : 2274201006 

Judul Skripsi                 : Sistem Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren di Bidang Kesehatan oleh Pemerintah Kota 

Samarinda 

Dosen Pembimbing      : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H 

 2. Ratih Dwi Anggraini P.K.,S.H.M.H 

Sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda merupakan pelaksanaan urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaan urusan tersebut dilakukan melalui pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

berdasarkan prinsip desentralisasi. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas 

Kesehatan berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pembinaan 

dan pengawasan fasilitas kesehatan, pemenuhan tenaga kesehatan, serta 

pelaksanaan program kesehatan masyarakat. Metode yang digunakan adalah 

penelitian hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris melalui 

wawancara pada Dinas Kesehatan Kota Samarinda. Analisis dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang mengatur urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan serta pelaksanaannya di Kota Samarinda. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda berfungsi sebagai koordinator, pembina, pengawas, dan 

pelaksana kebijakan kesehatan daerah. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi 

hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, keterbatasan 

anggaran, tingginya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, serta koordinasi 

antar tingkat pemerintahan. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi tenaga 

kesehatan, evaluasi kebutuhan sumber daya kesehatan, dan peningkatan koordinasi 

antar instansi guna mendukung efektivitas pelayanan kesehatan di Kota Samarinda. 

 

Kata Kunci: Urusan Pemerintahan Konkuren, Kesehatan, Pemerintah Kota 

Samarinda, Dinas Kesehatan, Otonomi Daerah. 
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ABSTRACT 

 

Name                              : Charistiana Patri 

Npm                              : 2274201006 

Thesis Title                   : The System of Administration of Concurrent 

Government Affairs in the Health Sector by the 

Samarinda City Government 

Supervisor                        : 1. Dinny Wirawan Pratiwie, S.H.M.H 

 2. Ratih Dwi Anggraini P.K.,S.H.M.H 

The administration of concurrent governmental affairs in the health sector 

by the Samarinda City Government constitutes the implementation of mandatory 

governmental affairs related to basic public services as regulated under Law 

Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The implementation of these 

affairs is carried out through the distribution of authority among the Central 

Government, Provincial Government, and Regency/City Governments based on the 

principle of decentralization. Through the Health Office, the Samarinda City 

Government is responsible for providing basic health services, supervising health 

facilities, managing health personnel, and implementing public health programs. 

This study employs normative legal research combined with an empirical approach 

through interviews conducted at the Samarinda City Health Office. The analysis 

focuses on legal regulations governing concurrent governmental affairs in the health 

sector and their implementation in Samarinda City. The results indicate that the 

administration of concurrent governmental affairs in the health sector has been 

carried out in accordance with the distribution of authority stipulated in Law 

Number 23 of 2014 concerning Regional Government. The Samarinda City Health 

Office functions as a coordinator, supervisor, facilitator, and implementer of 

regional health policies. However, several obstacles remain, including limited 

health human resources, budget constraints, increasing public demand for health 

services, and coordination among levels of government. Efforts to overcome these 

obstacles include optimizing available health personnel, evaluating health resource 

needs, and strengthening inter-agency coordination to improve the effectiveness of 

health services in Samarinda City. 

 

Keywords: Concurrent Government Affairs, Health, Samarinda City Government, 

Health Office, Regional Autonomy. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Alasan Pemilihan Judul 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia dilakukan sesuai 

dengan tugas konstitusi untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dengan 

menerapkan prinsip otonomi daerah. Dari sudut pandang hukum tata negara, 

pembagian tugas pemerintahan merupakan hal penting yang menentukan seberapa 

besar wewenang daerah dalam mengelola dan menangani urusan serta kepentingan 

mereka sendiri. Pembagian tugas pemerintahan tersebut diatur dalam Pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

membedakan dan menjelaskan bahwa urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga 

kategori, yaitu urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan umum. 

Urusan pemerintahan konkuren menjadi dasar penting dalam mewujudkan 

otonomi daerah, karena melalui urusan ini pemerintah daerah mendapatkan 

wewenang nyata untuk memberikan pelayanan publik. Selanjutnya, Pasal 11 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa "Urusan 

pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang 

merupakan kewenangan daerah terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan 

Pemerintahan Pilihan". Dalam hal ini, bidang kesehatan termasuk dalam urusan 

pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, sehingga menjadi 

tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam memastikan hak masyarakat 

mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor kesehatan 
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memiliki peran penting dalam kerja pemerintahan daerah karena berkaitan langsung 

dengan kualitas hidup masyarakat. 

Pembagian tugas pemerintahan yang dilakukan bersama bertujuan agar 

hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi lebih baik dan 

seimbang dengan cara membagi wewenang secara adil. Pemerintah pusat bertugas 

menetapkan aturan, standar, cara kerja, dan kriteria (NSPK), sedangkan pemerintah 

daerah diberi kebebasan untuk mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan situasi 

dan kebutuhan masyarakat setempat. Namun, di lapangan, penerapan NSPK yang 

sama untuk semua seringkali mengurangi kebebasan pemerintah daerah untuk 

mengambil keputusan yang sesuai dengan kebutuhan setempat, termasuk dalam 

memberikan layanan kesehatan.. 

Secara resmi, aturan tentang pemerintahan daerah tidak hanya terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tetapi juga berubah melalui 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 sebagai perubahan kedua yang memperkuat 

penjelasan tentang hubungan wewenang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah. Selain itu, di tingkat daerah, penataan mengenai pelaksanaan urusan 

pemerintahan juga diatur dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 

2016, yang menjadi acuan dalam menjalankan urusan pemerintahan di daerah, 

termasuk di bidang kesehatan. 

Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur memiliki 

daerah dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan pergerakan masyarakat yang 

cukup tinggi, sehingga memerlukan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 

Pemerintah Kota Samarinda bertugas menyediakan fasilitas layanan kesehatan 



3 

 

 

 

tingkat pertama, seperti puskesmas dan layanan kesehatan dasar lainnya. Namun, 

dalam penerapannya masih ada masalah dalam pembagian wewenang antara 

pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota, yang mempengaruhi 

kinerja pelayanan kesehatan di daerah. 

Sebagai contoh, dalam penyelenggaraan layanan kesehatan rujukan, rumah 

sakit tipe tertentu berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi atau 

pemerintah pusat, sementara pasien yang dilayani merupakan masyarakat Kota 

Samarinda. Kondisi ini seringkali menimbulkan permasalahan koordinasi dalam 

hal rujukan pasien, pembiayaan layanan kesehatan, serta pengambilan kebijakan 

teknis di lapangan. Selain itu, dalam pelaksanaan program nasional seperti Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah berperan dalam pelaksanaan teknis 

di lapangan, namun kebijakan strategis tetap ditentukan oleh pemerintah pusat, 

sehingga ruang gerak pemerintah daerah menjadi terbatas dalam menyesuaikan 

pelayanan dengan kebutuhan masyarakat setempat. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah, Pemerintah Kota 

Samarinda melalui Dinas Kesehatan memiliki peran penting dalam melaksanakan 

urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan. Pelaksanaan kewenangan 

tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, 

pengelolaan fasilitas kesehatan tingkat pertama, pembinaan tenaga kesehatan, serta 

koordinasi dengan berbagai instansi terkait dalam meningkatkan kualitas pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Selain itu, pelayanan kesehatan di daerah juga terkait dengan program 

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan. Dalam 
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hal ini, Dinas Kesehatan Kota Samarinda membantu menjalankan pelayanan 

kesehatan dengan melakukan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, 

mengkoordinasikan layanan yang diberikan, serta meningkatkan kemudahan akses 

pelayanan kesehatan bagi warga. Namun, di lapangan masih ada beberapa masalah, 

seperti fasilitas kesehatan yang belum memadai, tenaga medis belum tersebar 

merata, serta kesulitan dalam mengkoordinasikan antar lembaga terkait dalam 

memberikan pelayanan kesehatan di daerah. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan urusan pemerintahan di 

bidang kesehatan yang dilakukan secara bersamaan tidak hanya tentang bagaimana 

pembagian tugas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ditentukan secara 

aturan, tetapi juga tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan 

pelayanan kesehatan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang 

lebih dalam tentang cara Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan urusan 

pemerintahan yang bersifat konkuren di bidang kesehatan, serta kendala-kendala 

yang dihadapi dalam menjalankannya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

menganalisis bagaimana Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan urusan 

pemerintahan yang bersifat konkuren di bidang kesehatan, serta masalah-masalah 

yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul:  

“Sistem Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang 

Kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda.” 
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B. Rumusan masalah 

1. Bagaimana sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah?  

2. Apa saja hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda? 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk memahami cara pemerintah kota Samarinda mengelola 

urusan pemerintahan yang bersifat konkuren di bidang kesehatan, 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. 

b. Untuk memahami hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan 

urusan pemerintahan yang dilakukan bersama di bidang kesehatan 

oleh Pemerintah Kota Samarinda. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Penelitian ini diharapkan bisa membantu memahami cara 

Pemerintah Kota Samarinda mengelola urusan pemerintahan yang 

bersifat konkuren di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi Pemerintah 

Kota Samarinda dalam mengatasi tantangan-tantangan dalam 

mengelola urusan pemerintahan yang bersifat konkuren di bidang 
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kesehatan, sehingga dapat mendukung terwujudnya otonomi daerah 

secara lebih baik. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

hukum normatif, yaitu penelitian yang mempelajari hukum sebagai aturan yang 

berlaku, dengan fokus pada peraturan perundang-undangan serta berbagai bahan 

hukum yang berkaitan. Pemilihan jenis penelitian ini didasarkan pada objek yang 

diteliti, yaitu sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilakukan secara 

konkuren oleh Pemerintah Kota Samarinda, yang dilihat dari kacamata Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penulis 

melakukan analisis terhadap ketentuan tentang kewenangan dan pembagian tugas 

pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta menemukan 

hambatan-hambatan hukum yang terjadi dalam pengelolaan urusan pemerintahan 

yang sama oleh Pemerintah Kota Samarinda, sebagai upaya untuk menjawab 

permasalahan yang diajukan dan mencapai tujuan penelitian. 

2. Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum normatif, data yang digunakan berupa bahan 

hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum tersebut digunakan 

untuk menganalisis cara Pemerintah Kota Samarinda mengurus urusan 

pemerintahan yang dilakukan bersama oleh beberapa pihak, berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Daerah 
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Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah, sebagai dasar pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan di 

tingkat daerah. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai 

kekuatan mengikat secara langsung. Dalam penelitian ini, bahan hukum 

primer meliputi: 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah. 

5. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 3 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan dan 

membantu memahami lebih dalam tentang bahan hukum primer. Bahan 

hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku 

mengenai hukum tata negara dan hukum pemerintahan daerah, artikel 
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ilmiah, jurnal penelitian, serta pendapat para ahli hukum yang relevan 

dengan konsep negara kesatuan, desentralisasi, otonomi daerah, dan urusan 

pemerintahan konkuren. Bahan hukum sekunder digunakan untuk 

memperkuat penjelasan dan memberikan dasar teoritis dalam mengevaluasi 

sistem pengelolaan urusan pemerintahan yang dilakukan secara bersama 

oleh Pemerintah Kota Samarinda.1 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi petunjuk 

atau penjelasan tambahan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

kamus hukum, ensiklopedia hukum, serta sumber online resmi seperti situs 

pemerintah dan lembaga negara yang terkait dengan objek penelitian..2 

Ketiga jenis bahan hukum tersebut digunakan agar dapat memahami 

secara lengkap dan terstruktur tentang cara penyelenggaraan urusan 

pemerintahan yang dilakukan secara bersamaan, serta kendala hukum yang 

dihadapi Pemerintah Kota Samarinda dalam menerapkannya. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui: 

1) Studi Kepustakaan (Library Research) 

Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari dan menganalisis 

berbagai materi hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

                                                             
1 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 32. 
2 Ibid., hlm. 35. 
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Bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer 

seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan 

penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan 

Daerah Kota Samarinda.Bahan hukum sekunder meliputi buku, 

jurnal, serta karya ilmiah di bidang hukum pemerintahan 

daerah.Selain itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan 

sumber informasi daring resmi juga digunakan. 

2) Studi Lapangan (Field Research) 

Studi lapangan dilakukan melalui wawancara langsung dengan 

Bapak Budy Setyawan, S.Kep selaku Kepala Bidang Sumber Daya 

Kesehatan selaku pihak Dinas Kesehatan Kota Samarinda, serta 

instansi terkait yang memiliki hubungan dengan penyelenggaraan 

urusan pemerintah di bidang kesehatan. Wawancara dilakukan guna 

memperoleh informasi mengenai pelaksanaan urusan pemerintah 

konkuren di bidang kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda, 

termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. 

Selain itu, pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumen-

dokumen pendukung yang berkaitan dengan penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan. 

4. Analisis Data 

Analisis hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara 

memahami dan menjelaskan berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk 
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menjawab permasalahan yang diteliti. Untuk menjawab permasalahan pertama 

mengenai sistem pengelolaan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren di 

bidang kesehatan, penulis melakukan analisis terhadap ketentuan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terutama bagian yang 

menjelaskan pembagian tugas urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Selain itu, juga diterapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda 

Nomor 3 Tahun 2016 tentang pembentukan dan struktur perangkat daerah sebagai 

dasar dalam mengamati pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah di tingkat 

kota, terutama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Selanjutnya, untuk menjawab masalah kedua terkait hambatan dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan oleh 

Pemerintah Kota Samarinda, penulis mengevaluasi sejauh mana aturan hukum yang 

berlaku sesuai dengan cara pelaksanaannya di lapangan. Analisis ini dilakukan 

dengan menghubungkan hasil wawancara dengan lembaga terkait dan peraturan 

hukum yang berlaku untuk mengenali hambatan-hambatan yang berupa hukum, 

administrasi, atau kelembagaan dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. 

Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat analisis dengan 

mengacu pada pendapat para ahli, buku referensi hukum, serta hasil penelitian yang 

berkaitan. Analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan serta pendekatan empiris untuk mendapatkan 

gambaran yang lebih lengkap mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Penulis menyusun struktur penulisan agar bisa membantu orang lain yang 

membaca penelitian ini memahami dengan lebih jelas tujuan pembahasan yang 

dibahas. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan alasan memilih judul penelitian, masalah yang diangkat, tujuan 

dan manfaat penelitian, metode yang digunakan, serta struktur penulisan secara 

keseluruhan. 

BAB II : LANDASAN TEORI DAN LANDASAN FAKTUAL TENTANG 

SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

KONKUREN DI BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KOTA 

SAMARINDA 

Bab ini merupakan bab yang menguraikan dasar-dasar teori yang diambil dari 

berbagai macam literatur, yang meliputi: 

1. Landasan teori ini berisi teori yang meliputi Teori Kewenangan, Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Hukum Pemerintahan Daerah, 

Penyelgaraan Pemerintahan Daerah, dan Pelayanan Publik di Bidang 

Kesehatan. 

2. Landasan Faktual yang berisi tentang Hasil Wawancara Dengan 

Narasumber Dengan Sub Bab Sistem Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren di Bidang Kesehatan Oleh Pemerintah Kota 

Samarinda Serta Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan (JKN) di Kota 
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Samarinda sebagai Bagian dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

Konkuren Di Bidang Kesehatan, Bentuk Urusan Pemerintah Konkuren  di 

Bidang Kesehatan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Samarinda, 

Pembagian Kewenangan Urusan Kesehatan Antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kota Samarinda Serta Pembagian 

Kewenangan dan Peran antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan 

Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Instansi atau Lembaga yang Terlibat dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintah  Konkuren Di Bidang Kesehatan di 

Kota Samarinda Serta Instansi Atau Pihak Mana Saja Yang Terlibat Dalam 

Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan Di Kota Samarinda, Peran Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan 

Konkuren Di Bidang Kesehatan Serta Bentuk Peran BPJS Kesehatan Dalam 

Mendukung Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Di Bidang 

Kesehatan Di Kota Samarinda, Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar 

Seperti Puskesmas Sebagai Bagian Dari Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 

Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Kota 

Samarinda Serta Hambatan Dalam Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan 

Di Kota Samarinda, Khususnya Terkait Koordinasi Dan Pembagian 

Kewenangan Antar Instansi, Dan Upaya Yang Di Lakukan Untuk Mengatasi 

Hamabatan Yang Terjadi Serta Upaya BPJS Kesehatan Dalam Mengatasi 

Hambatan Tersebut Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan. 
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BAB III : PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan bab yang menjawab rumusan masalah, yaitu: 

1. Sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda berdasarkan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

2. Hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta 

saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dalam 

upaya perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Selain itu, pada bagian 

akhir disajikan daftar pustaka yang memuat sumber-sumber rujukan yang 

digunakan dalam penyusunan skripsi ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN FAKTUAL TENTANG SISTEM 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DI 

BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

A. LANDASAN TEORI 

1. Teori Kewenangan 

Dalam sistem pemerintahan modern, kewenangan adalah faktor penting 

yang menentukan apakah tindakan pemerintah itu sah atau tidak. Kewenangan tidak 

hanya dimengerti sebagai kemampuan untuk bertindak, tetapi juga sebagai 

kekuasaan yang berasal dari hukum dan dibatasi oleh aturan hukum. Oleh karena 

itu, setiap langkah yang diambil pemerintah harus didasarkan pada wewenang yang 

jelas agar tidak melanggar prinsip negara hukum. Dari sudut pandang hukum tata 

negara dan hukum administrasi negara, wewenang menjadi dasar sah bagi lembaga 

pemerintah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengurus 

pemerintahan.3 

 

Menurut Philiphus M. Hadjon, wewenang adalah kekuatan hukum yang 

diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga pemerintahan untuk 

melakukan tindakan hukum publik4. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, 

kewenangan memainkan peran penting sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan publik. Dinny Wirawan Pratiwie mengatakan bahwa 

wewenang pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik adalah alat untuk 

menciptakan layanan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh 

karena itu, wewenang yang dilaksanakan harus didasarkan pada prinsip legalitas 

dan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan.5.  

 

Oleh karena itu, wewenang tidak bisa dipisahkan dari dasar hukum 

yanMenurut Philiphus M. Hadjon, wewenang adalah kekuatan hukum yang 

diberikan oleh undang-undang kepada suatu lembaga pemerintahan untuk 

melakukan tindakan hukum publik. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, 

kewenangan memainkan peran penting sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam 

memberikan pelayanan publik. Dinny Wirawan Pratiwie mengatakan bahwa 

wewenang pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik adalah alat untuk 

menciptakan layanan yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh 

                                                             
3 Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press, 2015), hlm. 75. 
4 Ibid, hlm. 78 
5 Dinny Wirawan Pratiwie, "Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik", Jurnal Legalitas, Fakultas Hukum Universitas Widya Gama 

Mahakam Samarinda. 
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karena itu, wewenang yang dilaksanakan harus didasarkan pada prinsip legalitas 

dan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan oleh peraturan 

perundang-undangan. Yang menjadi sumber sahnya tindakan pemerintahan. Tanpa 

memiliki dasar otoritas yang jelas, tindakan yang dilakukan pemerintah bisa 

dianggap sebagai tindakan yang tidak memiliki dasar hukum dan dilakukan secara 

sembarangan oleh penguasa. Dalam sistem pemerintahan, pemerintah mendapatkan 

wewenang melalui tiga cara, yaitu dengan diberi tugas, didelegasikan, atau 

diperintahkan. Atribusi adalah pemberian kewenangan yang sebenarnya oleh 

pembuat peraturan kepada sebuah lembaga pemerintah agar dapat menjalankan 

tugas tertentu. Delegasi adalah pemberian kuasa dari satu lembaga pemerintah 

kepada lembaga lain, sekaligus mentransfer tanggung jawab dalam menjalankan 

kuasa tersebut. Mandat adalah pemberian izin kepada seseorang agar dapat 

bertindak mewakili orang yang memberikan izin tersebut, tetapi tidak berarti bahwa 

tanggung jawab hukumnya berpindah.6  

 

Selain diperoleh melalui atribusi, delegasi, dan mandat, kewenangan 

pemerintahan juga memiliki unsur-unsur yang menjadi dasar dalam 

pelaksanaannya. Unsur-unsur kewenangan tersebut meliputi adanya pengaruh, 

dasar hukum, dan kesesuaian hukum. Unsur pengaruh menunjukkan bahwa 

kewenangan diberikan kepada suatu organ pemerintahan untuk mempengaruhi atau 

mengatur perilaku subjek hukum tertentu dalam rangka mencapai tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan. Unsur dasar hukum menunjukkan bahwa setiap 

kewenangan harus memiliki landasan yang jelas dalam peraturan perundang-

undangan. Adapun unsur kesesuaian hukum mengandung makna bahwa 

pelaksanaan kewenangan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang 

berlaku serta tidak bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut.7 

 

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pemerintahan juga memiliki batas-

batas tertentu yang harus dipatuhi oleh setiap organ pemerintahan. Batas 

kewenangan tersebut dapat berupa batas materi muatan, batas wilayah, maupun 

batas waktu pelaksanaan kewenangan. Setiap tindakan pemerintahan harus 

dilakukan sesuai dengan ruang lingkup kewenangan yang diberikan oleh peraturan 

perundang-undangan. Apabila suatu organ pemerintahan bertindak melampaui 

batas kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai 

penyalahgunaan wewenang dan berpotensi menimbulkan akibat hukum. Oleh 

karena itu, pembatasan kewenangan menjadi penting untuk menjamin kepastian 

hukum serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.8.  

 

Kewenangan juga memiliki hubungan yang erat dengan asas legalitas 

sebagai salah satu prinsip utama dalam negara hukum. Asas legalitas menghendaki 

                                                             
6 Ibid., hlm. 80. 
7 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 98-

100. 
8 Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University 

Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 129-133. 
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bahwa setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan hukum yang 

berlaku. Dalam perspektif hukum administrasi negara, tidak ada kewenangan tanpa 

dasar hukum (geen bevoegdheid zonder wet). Prinsip tersebut menegaskan bahwa 

pemerintah hanya dapat bertindak apabila memperoleh kewenangan yang diberikan 

oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas legalitas berfungsi 

sebagai landasan sekaligus pembatas bagi penggunaan kewenangan oleh organ 

pemerintahan agar setiap tindakan yang dilakukan tetap berada dalam koridor 

hukum dan tidak merugikan hak-hak masyarakat9. 

 

Ketiga bentuk tersebut menunjukkan bahwa kewenangan dalam 

pemerintahan dibentuk dan dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. 

Selain itu, kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga berkaitan 

dengan pemisahan dan pembagian kewenangan antar lembaga pemerintahan.10 

Menurut Bagir Manan, pembagian kewenangan bertujuan untuk mencegah 

terjadinya pemusatan kekuasaan serta menciptakan keseimbangan dalam 

penyelenggaraan negara. Dalam negara kesatuan seperti Indonesia, pembagian 

kewenangan tidak hanya terjadi antar lembaga negara di tingkat pusat, tetapi juga 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah melalui mekanisme 

desentralisasi.11 

 

Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip desentralisasi dalam sistem 

pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan yang bersifat 

absolut, melainkan memperoleh kewenangan melalui mekanisme pembagian 

urusan pemerintahan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. 

Dalam konteks ini, kewenangan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan 

merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang wajib diselenggarakan 

sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat.12 

 

Dengan demikian, teori kewenangan menjadi landasan penting dalam 

memahami bagaimana kewenangan pemerintahan dibentuk, dibatasi, dan dibagi 

dalam sistem ketatanegaraan13. Pemahaman ini menjadi relevan dalam 

                                                             
9 Philipus M. Hadjon dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University 

Press, 2015, hlm. 34-38. 
10 ibid 
11 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, FH UII Press, 

Yogyakarta, 2001, hlm. 21-25. 
12 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, hlm. 27. 
13 ibid 
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menganalisis penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan 

oleh Pemerintah Kota Samarinda, khususnya dalam melihat bagaimana 

kewenangan tersebut dilaksanakan dalam kerangka hubungan antara Pemerintah 

Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.14 

2. Teori Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) merupakan prinsip-

prinsip dasar yang dijadikan pedoman bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan 

dalam menjalankan kewenangan pemerintahan. AUPB berfungsi sebagai landasan 

etis dan yuridis dalam penyelenggaraan pemerintahan agar setiap tindakan dan 

keputusan yang dilakukan oleh pemerintah tidak bertentangan dengan hukum serta 

tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.15 

 

Menurut Ridwan HR, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

merupakan norma tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam praktik 

penyelenggaraan pemerintahan yang digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah 

dalam menjalankan kewenangannya serta sebagai alat ukur untuk menilai tindakan 

pemerintahan. Keberadaan AUPB sangat penting dalam mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, dan 

berkeadilan.16 

 

Pengaturan mengenai AUPB di Indonesia secara tegas terdapat dalam Pasal 

10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan yang menyebutkan bahwa AUPB meliputi: 

1) Asas Kepastian Hukum;  

2) Asas Kemanfaatan;  

3) Asas Ketidakberpihakan;  

4) Asas Kecermatan;  

5) Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;  

                                                             
14 ibid 
15 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2020), hlm. 233. 
16 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2020), hlm. 233-234. 
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6) Asas Keterbukaan;  

7) Asas Kepentingan Umum; dan  

8) Asas Pelayanan yang Baik.  

Asas kepastian hukum menghendaki agar setiap tindakan dan keputusan 

pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Masyarakat. Asas kemanfaatan 

mengharuskan setiap kebijakan pemerintah memberikan manfaat yang sebesar-

besarnya bagi masyarakat. Asas ketidakberpihakan menghendaki adanya perlakuan 

yang adil tanpa diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.17 

 

Selanjutnya, asas kecermatan mengharuskan pejabat pemerintahan 

bertindak secara hati-hati dan mempertimbangkan seluruh aspek yang relevan 

sebelum mengambil suatu keputusan. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan 

menegaskan bahwa setiap kewenangan yang dimiliki pemerintah harus digunakan 

sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut dan tidak boleh digunakan 

untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu. Asas keterbukaan 

menghendaki adanya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga 

masyarakat dapat memperoleh informasi yang benar mengenai kebijakan dan 

pelayanan publik. Asas kepentingan umum menempatkan kepentingan masyarakat 

sebagai tujuan utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan18.  

 

Dalam perspektif hukum administrasi negara, AUPB memiliki hubungan 

yang erat dengan kewenangan pemerintahan. Setiap kewenangan yang diberikan 

kepada badan atau pejabat pemerintahan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-

prinsip pemerintahan yang baik agar tidak menimbulkan penyalahgunaan 

kewenangan. Oleh karena itu, AUPB tidak hanya berfungsi sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan kewenangan, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap 

tindakan pemerintahan.19 

 

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya pada pelaksanaan 

urusan pemarintahan konkuren di bidang kesehatan, penerapan AUPB menjadi 

sangat penting karena berkaitan langsung dengan pelayanan publik kepada 

masyarakat. Pemerintah daerah dituntut untuk melaksanakan kewenangannya 

secara transparan, akuntabel, efektif, dan berorientasi pada kepentingan 

Masyarakat.20 

 

                                                             
17 Ibid., hlm. 222-224. 
18 Ibid., hlm. 226. 
19 Ibid., hlm. 228. 
20 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 228. 



19 
 

 

a) Relevansi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang 

Kesehatan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) adalah prinsip 

yang digunakan sebagai acuan dalam menjalankan tugas dan wewenang 

yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Adanya AUPB penting 

agar setiap tindakan dan kebijakan pemerintah bisa dilakukan dengan cara 

yang sah, adil, terbuka, bisa dipertanggungjawabkan, dan selalu 

memperhatikan kepentingan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, AUPB mencakup 

prinsip-prinsip seperti kepastian hukum, manfaat, tidak pilih-pilih, kehati-

hatian, tidak menyalahgunakan wewenang, transparansi, kepentingan 

masyarakat umum, serta pelayanan yang memuaskan.21 

 

Dalam pengelolaan urusan pemerintahan yang dilakukan bersama di 

bidang kesehatan, AUPB memegang peran yang sangat penting karena 

bidang kesehatan termasuk dalam urusan pemerintahan yang wajib, dan 

berkaitan dengan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pemerintah daerah tidak 

hanya wajib menunaikan tugas-tugas yang diatur dalam peraturan 

perundang-undangan, tetapi juga harus memastikan bahwa tugas-tugas 

tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik.22.  

 

Berkaitan dengan rumusan masalah pertama mengenai sistem 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan oleh 

Pemerintah Kota Samarinda, AUPB digunakan untuk menganalisis apakah 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah telah dilaksanakan sesuai 

dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Analisis tersebut mencakup 

pelaksanaan kewenangan berdasarkan dasar hukum yang jelas, pelaksanaan 

pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, serta 

                                                             
21 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 

2020), hlm. 222-228. 
22 Ibid., hlm. 236. 
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adanya koordinasi dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan. 

Selanjutnya, berkaitan dengan rumusan masalah kedua mengenai 

hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda, AUPB digunakan untuk 

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan 

kewenangan pemerintah daerah23. Keterbatasan sumber daya manusia 

kesehatan, keterbatasan anggaran, maupun kendala koordinasi antar tingkat 

pemerintahan dapat mempengaruhi terwujudnya pelayanan yang baik, 

efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat sebagaimana yang 

dikehendaki dalam AUPB. 

Oleh karena itu, AUPB menjadi landasan konseptual yang relevan 

dalam penelitian ini karena dapat digunakan untuk menilai apakah 

kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Samarinda dalam bidang 

kesehatan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan 

yang baik serta untuk menganalisis hambatan yang mempengaruhi 

pelaksanaan kewenangan tersebut dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

3. Hukum Pemerintahan Daerah 

Hukum pemerintahan daerah merupakan bagian dari hukum tata negara dan 

hukum administrasi negara yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan di 

                                                             
23 Ridwan HR, Op.Cit., hlm. 236. 
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daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia24. Secara 

konstitusional, pengaturan mengenai pemerintahan daerah terdapat dalam Pasal 18 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan 

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, 

kabupaten, dan kota yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah25. 

Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional bagi pemberian kewenangan kepada 

daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan. 

Pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan daerah diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

berfungsi sebagai dasar hukum utama dalam menentukan pembagian tugas 

pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dengan pengaturan 

ini, dibuat aturan yang mengatur hak dan kewenangan antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota dalam melaksanakan 

tugas pemerintahan dan memberikan layanan kepada masyarakat.26 

 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, daerah memiliki kuasa untuk menata 

dan mengelola urusan pemerintahan tertentu sebagai bagian dari penerapan 

otonomi daerah. Pemberian wewenang tersebut bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dalam menjalankan pemerintahan, mempercepat pertumbuhan daerah, 

serta membuat pelayanan publik lebih dekat dan mudah diakses oleh masyarakat, 

termasuk dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang merupakan salah satu 

kebutuhan pokok masyarakat.27 

 

a) Otonomi Daerah 

Otonomi daerah merupakan konsep utama dalam hukum 

pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemberian kewenangan kepada 

daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta 

kepentingan masyarakat setempat. Otonomi daerah dimaknai sebagai hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan 

secara mandiri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam perspektif hukum pemerintahan, otonomi daerah tidak berarti 

kebebasan tanpa batas, melainkan kemandirian yang tetap berada dalam 

kerangka hukum nasional. Pemerintah daerah menjalankan kewenangannya 

berdasarkan pembagian urusan pemerintahan yang ditetapkan oleh 

                                                             
24 Ni’matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 12. 
25 Ibid., hlm. 81. 
26 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 115. 
27 Ibid., hlm. 118. 
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peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, sektor kesehatan 

sebagai bagian dari urusan pemerintahan wajib menjadi salah satu bentuk 

konkret pelaksanaan otonomi daerah yang berkaitan langsung dengan 

pelayanan dasar kepada masyarakat. 

Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu 

mengelola potensi wilayahnya secara optimal serta memberikan pelayanan 

yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk dalam 

penyediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta program pelayanan 

kesehatan Masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan otonomi daerah tetap 

harus sejalan dengan kepentingan nasional serta prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan yang baik28.  

 

b)  Prinsip Desentralisasi dalam Bidang Kesehatan 

Desentralisasi merupakan salah satu prinsip utama dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan 

kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah masing-masing29. Dalam 

bidang kesehatan, prinsip desentralisasi menjadi dasar bagi pemerintah 

daerah untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebagai bagian dari 

upaya pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan publik yang berkualitas. 

Pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan menunjukkan 

adanya hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pemerintah Pusat berperan 

dalam menetapkan kebijakan nasional, norma, standar, prosedur, dan 

kriteria yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan. Sementara itu, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk 

melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di 

wilayahnya masing-masing. Hubungan tersebut mencerminkan adanya 

pembagian kewenangan yang bertujuan untuk menciptakan pelayanan 

kesehatan yang efektif, merata, dan berkesinambungan30.  

 

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, bidang kesehatan termasuk dalam urusan 

                                                             
28 Loc.cit. 
29 Bagir Manan, op.cit., hlm. 34. 
30 Ibid., hlm. 36. 
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pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Sebagai urusan 

wajib, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk menjamin 

terselenggaranya pelayanan kesehatan bagi masyarakat melalui penyediaan 

fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, serta 

berbagai program kesehatan masyarakat31. Ketentuan tersebut 

menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung 

jawab pemerintah pusat, tetapi juga menjadi kewajiban pemerintah daerah 

dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah. 

Penerapan prinsip desentralisasi dalam bidang kesehatan memiliki 

arti penting karena pemerintah daerah dinilai lebih memahami kondisi, 

karakteristik, dan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Melalui 

kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah dapat menyusun kebijakan 

dan program kesehatan yang lebih responsif terhadap permasalahan 

kesehatan yang berkembang di daerah32. Selain itu, desentralisasi juga 

memungkinkan pelayanan kesehatan diberikan secara lebih cepat dan dekat 

kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik 

di bidang kesehatan. 

Meskipun demikian, pelaksanaan desentralisasi di bidang kesehatan 

tetap memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Koordinasi tersebut 

diperlukan agar kebijakan kesehatan nasional dapat dilaksanakan secara 

                                                             
31 Ni'matul Huda, op.cit., hlm. 102. 
32 Ibid., hlm. 104. 
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efektif di daerah serta untuk menghindari terjadinya tumpang tindih 

kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan33. Dengan 

adanya pembagian kewenangan yang jelas dan koordinasi yang baik antar 

tingkat pemerintahan, penyelenggaraan pelayanan kesehatan diharapkan 

mampu mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat serta 

mewujudkan tujuan pembangunan kesehatan nasional. 

c) Asas-Asas Otonomi Daerah 

Pelaksanaan otonomi daerah dalam sistem pemerintahan Indonesia 

diselenggarakan berdasarkan beberapa asas yang menjadi dasar hubungan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yaitu sebagai berikut: 

a) Asas Desentralisasi, yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk diatur dan diurus 

sendiri sesuai dengan kewenangannya. Asas ini menjadi dasar utama 

pelaksanaan otonomi daerah, termasuk dalam penyelenggaraan 

urusan kesehatan, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan 

dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. 

b) Asas Dekonsentrasi, yaitu pelimpahan sebagian kewenangan 

Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

atau kepada instansi vertikal di daerah. Dalam konteks pelayanan 

kesehatan, asas ini terlihat dalam pelaksanaan program-program 

kesehatan nasional yang dilaksanakan di daerah melalui koordinasi 

dengan pemerintah pusat. 

c) Asas Tugas Pembantuan, yaitu penugasan dari Pemerintah Pusat 

kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu 

dengan disertai pembiayaan, sarana, serta tanggung jawab 

pelaksanaannya. Asas ini berfungsi sebagai mekanisme kerja sama 

antar tingkat pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan program 

pelayanan kesehatan, seperti program vaksinasi, penanggulangan 

penyakit, dan program kesehatan nasional lainnya. 

Ketiga asas tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak hanya 

berkaitan dengan pembagian kewenangan, tetapi juga mencerminkan hubungan 

kerja antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan 

pemerintahan. Dalam konteks urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan, 

asas desentralisasi menjadi dasar utama bagi pemerintah daerah dalam menjalankan 

                                                             
33 Bagir Manan, op.cit., hlm. 41. 
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kewenangannya, sementara asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan berperan 

dalam menjaga koordinasi dan keselarasan kebijakan kesehatan secara nasional34.  
 

4. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian dari sistem 

pemerintahan nasional yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam 

menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan publik kepada 

masyarakat di daerah. 

Menurut Ratih Dwi Anggraini P.K., pelaksanaan otonomi daerah 

merupakan bentuk pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk 

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan 

karakteristik daerah masing-masing. Otonomi daerah bertujuan meningkatkan 

efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta kualitas pelayanan publik kepada 

Masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah diberikan kewenangan 

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.35 

 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari adanya 

pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pembagian tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan 

pemerintahan serta mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan 

demikian, pemerintah daerah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kebijakan 

nasional, tetapi juga sebagai penyelenggara pemerintahan yang memiliki tanggung 

jawab dalam mengelola kepentingan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.36 

 

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan 

daerah melibatkan hubungan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat koordinatif dan fungsional. Pemerintah 

Pusat berperan dalam fungsi pengaturan dan pengawasan, sedangkan pemerintah 

                                                             
34 Ni'matul Huda, op.cit., hlm. 94-98. 
35 Ratih Dwi Anggraini P.K., Hukum Administrasi Negara, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2021, 

hlm. 119. 
36 Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, 

Jakarta, 1994, hlm. 30. 
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daerah melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan pembagian kewenangan 

yang telah ditetapkan37.  

Pengaturan mengenai pembagian urusan pemerintahan diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang 

membagi urusan pemerintahan ke dalam urusan absolut, urusan konkuren, dan 

urusan pemerintahan umum. Dalam konteks otonomi daerah, urusan pemerintahan 

konkuren menjadi dasar utama pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah. 

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dikerjakan bersama 

oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota. Urusan ini mencakup urusan pemerintahan yang wajib dan urusan 

pemerintahan yang dipilih. Dalam hal ini, bidang kesehatan termasuk dalam urusan 

yang wajib diurus oleh pemerintah, terkait dengan pelayanan dasar, sehingga 

menjadi tanggung jawab utama pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat 

mendapatkan haknya atas pelayanan kesehatan.38 

 

Dalam praktiknya, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan tidak selalu berjalan optimal. Pada beberapa kondisi, terdapat 

keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengambil keputusan karena 

sebagian kewenangan masih berada pada pemerintah provinsi atau pemerintah 

pusat39.  

Kondisi tersebut dapat dilihat dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan 

di Kota Samarinda, sebagai ibu kota provinsi yang memiliki tingkat mobilitas 

penduduk yang tinggi dan kebutuhan pelayanan kesehatan yang kompleks. 

Pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk memberikan pelayanan kesehatan yang 

cepat dan merata, seperti pelayanan puskesmas, rumah sakit daerah, serta program 

kesehatan masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala 

dalam koordinasi antar instansi serta keterbatasan kewenangan dalam beberapa 

kebijakan teknis di bidang kesehatan.40 

 

                                                             
37 Ibid., hlm. 34. 
38 Ni'matul Huda, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung, 2021, hlm. 126. 
39 Ibid., hlm. 129 
40 HAW. Widjaja, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, 

hlm. 87. 
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Selain itu, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren menuntut adanya 

kejelasan pembagian kewenangan antara setiap tingkat pemerintahan. Kejelasan 

tersebut penting untuk menciptakan kepastian hukum serta memastikan bahwa 

pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan secara efektif. Tanpa kejelasan tersebut, 

berpotensi terjadi konflik kewenangan yang dapat menghambat pelayanan kepada 

masyarakat. Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan secara 

normatif, tetapi juga bergantung pada efektivitas koordinasi antar tingkat 

pemerintahan serta kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola kewenangan 

yang dimilikinya. Oleh karena itu, pemahaman mengenai sistem penyelenggaraan 

pemerintahan daerah menjadi penting untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan 

urusan konkuren di bidang kesehatan dilakukan oleh Pemerintah Kota Samarinda41. 

 

Selain itu, dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah, 

keberadaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS 

Kesehatan juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan. Pemerintah daerah memiliki peran dalam 

mendukung pelaksanaan program tersebut melalui penyediaan fasilitas kesehatan, 

tenaga medis, serta pengawasan pelayanan kepada masyarakat.42 

 

Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti 

keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis yang belum merata, serta 

kendala administratif dalam pelayanan peserta BPJS Kesehatan. Di sisi lain, 

pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan 

pemerintah kabupaten/kota juga mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di daerah43. 

Di Kota Samarinda, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri 

mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. 

Pemerintah Kota Samarinda dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang 

optimal, meskipun dihadapkan pada keterbatasan kewenangan serta kendala 

koordinasi antar tingkat pemerintahan.44 

                                                             
41 Bagir Manan, op.cit., hlm. 42. 
42 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 98. 
43 Ibid., hlm. 101. 
44 Loc.cit. 
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Dengan demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembagian kewenangan secara 

normatif, tetapi juga bergantung pada efektivitas koordinasi dan kapasitas 

pemerintah daerah.45 

Selain itu, pengelolaan urusan pemerintahan yang bersifat bersama di 

bidang kesehatan juga menunjukkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam 

memastikan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. 

Sebagai salah satu urusan pemerintah yang wajib dan berkaitan dengan pelayanan 

dasar, bidang kesehatan memiliki peran yang sangat penting karena langsung 

memengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan, dan tingkat kesehatan masyarakat. 

Oleh karena itu, keberhasilan dalam mengelola urusan pemerintahan bersama di 

bidang kesehatan tidak hanya dilihat dari pembagian tugas antara pemerintah pusat 

dan daerah, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan kesehatan yang baik, merata, dan bisa terus berlanjut bagi seluruh 

masyarakat.46 

 

Dalam kerangka otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu 

mengoptimalkan kewenangan yang dimilikinya melalui perencanaan, pengelolaan, 

dan pengawasan pelayanan kesehatan yang baik. Di sisi lain, diperlukan pula 

dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui kebijakan, 

pembinaan, serta penyediaan sumber daya yang memadai agar penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan dapat berjalan secara optimal. Dengan adanya sinergi dan 

koordinasi yang baik antar tingkat pemerintahan, diharapkan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan dapat memberikan manfaat 

yang nyata bagi masyarakat serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan 

kesehatan nasional.47 

 

5. Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan 

Pelayanan publik adalah tugas penting pemerintah untuk memenuhi 

kebutuhan warga masyarakat. Dalam pemerintahan daerah, pelayanan publik 

adalah cara untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada 

daerah melalui sistem desentralisasi. Salah satu layanan publik yang sangat penting 

adalah layanan kesehatan, karena berkaitan langsung dengan pemenuhan hak dasar 

warga masyarakat..48 

 

Menurut Hardiyansyah, pelayanan publik merupakan kegiatan pemberian 

layanan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan 

                                                             
45 Ni'matul Huda, op.cit., hlm. 131. 
46 Ratih Dwi Anggraini P.K., op.cit., hlm. 125. 
47 HAW. Widjaja, op.cit., hlm. 94. 
48 Ibid. 
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penerima layanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam 

bidang kesehatan, pelayanan publik diwujudkan melalui penyediaan fasilitas 

kesehatan, pelayanan medis, tenaga kesehatan, serta program kesehatan masyarakat 

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.49 

 

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam menjamin 

terselenggaranya pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan berkualitas kepada 

masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan 

berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, pembinaan fasilitas 

kesehatan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam mendukung program 

kesehatan nasional.50 

Dengan demikian, pelayanan publik di bidang kesehatan menjadi bagian 

penting dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren karena berkaitan 

langsung dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan 

pelayanan dasar kepada masyarakat51. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik di bidang kesehatan, terdapat 

beberapa asas yang menjadi pedoman bagi pemerintah dan penyelenggara 

pelayanan kesehatan. Asas-asas tersebut meliputi asas kepentingan umum, asas 

kepastian hukum, asas kesamaan hak, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas 

keterbukaan, serta asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan. 

Penerapan asas-asas tersebut bertujuan untuk menjamin agar pelayanan kesehatan 

dapat diberikan secara adil, transparan, dan berkualitas kepada seluruh masyarakat 

tanpa adanya diskriminasi.52 

 

Selain mengacu pada prinsip pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan juga wajib memenuhi standar pelayanan kesehatan yang sudah 

ditentukan oleh pemerintah. Standar pelayanan kesehatan adalah cara untuk 

menjamin kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Standar 

                                                             
49 Hardiyansyah, Manajemen Pelayanan dan Pengembangan Organisasi Publik, Gava Media, 

Yogyakarta, 2018, hlm. 11. 
50 Lijan Poltak Sinambela, Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi, PT 

Bumi Aksara, Jakarta, 2014, hlm. 18. 
51 Hardiyansyah, op.cit., hlm. 22. 
52 Ratminto dan Atik Septi Winarsih, Manajemen Pelayanan: Pengembangan Model Konseptual, 

Penerapan Citizen's Charter dan Standar Pelayanan Minimal, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2016, 

hlm. 22-27. 
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tersebut mencakup berbagai aspek seperti sumber daya manusia di bidang 

kesehatan, sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelayanan kesehatan, 

prosedur pelayanan yang dijalankan, perlindungan keselamatan pasien, serta 

kualitas pelayanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan. Standar pelayanan 

kesehatan ada agar layanan kesehatan memiliki kualitas yang sama dan masyarakat 

bisa yakin mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.53 

 

Pelayanan kesehatan sangat berkaitan dengan hak masyarakat sebagai 

warga negara. Setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan layanan kesehatan 

yang aman, baik, dan terjangkau, karena itu adalah bagian dari hak asasi manusia. 

Hak untuk kesehatan adalah salah satu hak dasar yang wajib dipenuhi oleh 

pemerintah melalui berbagai kebijakan dan program layanan kesehatan. Oleh 

karena itu, pemerintah wajib memastikan adanya fasilitas kesehatan, tenaga medis, 

obat-obatan, serta berbagai jenis layanan kesehatan yang bisa diakses oleh semua 

kalangan masyarakat..54 

 

Dalam memberikan layanan kesehatan, pemerintah daerah memainkan 

peran penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah 

daerah bertugas memberikan layanan kesehatan dasar melalui puskesmas, memberi 

bimbingan dan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan, menyediakan tenaga 

medis, serta menjalankan berbagai program kesehatan masyarakat. Peran tersebut 

adalah cara untuk melaksanakan tugas pemerintahan wajib yang terkait dengan 

pelayanan dasar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 

pemerintahan daerah.55 

 

Melalui pelaksanaan pelayanan publik yang berpedoman pada asas 

pelayanan publik, penerapan standar pelayanan kesehatan, serta pemenuhan hak 

masyarakat atas kesehatan, pemerintah daerah diharapkan mampu mewujudkan 

pelayanan kesehatan yang efektif, merata, dan berkualitas56.  

 

 

 

 

                                                             
53 Ibid., hlm. 30. 
54 Hardiyansyah, loc.cit. 
55 Lijan Poltak Sinambela, op.cit., hlm. 42. 
56 Hardiyansyah, op.cit., hlm. 35. 
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B. LANDASAN FAKTUAL 

1. SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

KONKUREN DI BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH 

KOTA SAMARINDA 

1.1 Sistem Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang 

Kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda 

Adapun  berdasarkan hasil wawancara terkait Sistem 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Kesehatan 

oleh Pemerintah Kota Samarinda yang  telah dilakukan oleh penulis 

terhadap Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan pada tanggal 18 Mei 

2026 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kota Samarinda di Jalan 

Milono No. 01, Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, 

Kalimantan Timur dengan Bapak Budy Setyawan selaku Kepala Bidang 

Kesehatan adalah sebagai berikut: 

“Menurut narasumber, Dinas Kesehatan Kota Samarinda merupakan 

instansi yang memiliki peran sebagai induk organisasi dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah. Dinas Kesehatan 

membawahi 25 unit puskesmas yang tersebar di wilayah Kota Samarinda, 

bidang farmasi, serta bidang yang menangani pemenuhan alat kesehatan, 

bahan medis habis pakai, pembinaan, dan pengawasan terhadap apotek 

maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. 

Pelaksanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada dasarnya 

dilakukan melalui fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, khususnya 

puskesmas yang berada di bawah koordinasi Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda. Selain itu, terdapat pula peran bidang farmasi dan tenaga 

kesehatan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan agar 

berjalan secara optimal. Dalam hal ini, Dinas Kesehatan tidak secara 

langsung memberikan pelayanan medis kepada masyarakat, melainkan 

berfungsi dalam aspek pengaturan, pembinaan, pengawasan, serta 

pemenuhan kebutuhan penunjang pelayanan kesehatan. 
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Lebih lanjut, narasumber menjelaskan bahwa Dinas Kesehatan 

memiliki kewenangan dalam penyusunan regulasi, dokumentasi 

administrasi, pemberian rekomendasi perizinan fasilitas kesehatan, serta 

pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, seperti obat-obatan 

dan bahan medis habis pakai. Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan 

pembinaan dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan guna menunjang 

kualitas pelayanan kesehatan di Kota Samarinda. 

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan, Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan kewenangan yang 

diberikan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah 

pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana 

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan 

tersebut dilakukan melalui koordinasi antar instansi terkait agar pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan optimal. 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dipahami bahwa 

sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan 

oleh Pemerintah Kota Samarinda dilaksanakan melalui pembagian tugas 

dan kewenangan antara Dinas Kesehatan dengan fasilitas pelayanan 

kesehatan di bawahnya. Dinas Kesehatan berperan dalam fungsi 

pengaturan, pengawasan, pembinaan, serta pemenuhan kebutuhan 

pelayanan kesehatan, sedangkan pelaksanaan pelayanan secara langsung 

kepada masyarakat dilakukan oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama, 

khususnya puskesmas.”57 

 

1.2 Sistem Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang 

Kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda melalui BPJS Kesehatan 

Cabang Samarinda 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Ibu Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas 

Kesehatan pada tanggal 15 Juni 2026, diperoleh keterangan bahwa 

Pelaksanaan Program BPJS Kesehatan (JKN) di Kota Samarinda sebagai 

Bagian dari Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Di Bidang 

Kesehatan, ialah sebagai berikut: 

                                                             
57 Hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 

pada tanggal 18 Mei 2026 
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“Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan program 

nasional yang diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan dilaksanakan secara terpadu antara pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, dan BPJS Kesehatan. Narasumber menjelaskan bahwa 

dalam pelaksanaannya di Kota Samarinda, Program JKN didukung oleh 

Pemerintah Kota Samarinda melalui penyediaan fasilitas pelayanan 

kesehatan dan jaminan kepesertaan bagi masyarakat yang memenuhi 

kriteria sesuai ketentuan yang berlaku. Menurut narasumber, 

penyelenggaraan Program JKN merupakan bagian dari upaya pemenuhan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang dilaksanakan melalui 

koordinasi berbagai pihak sesuai tugas dan kewenangannya masing-

masing.”58 

 

2. BENTUK URUSAN PEMERINTAH KONKUREN  DI BIDANG 

KESEHATAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH 

KOTA SAMARINDA 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 

Budy Setyawan selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan terkait  

bentuk urusan pemerintah konkuren  di bidang kesehatan yang menjadi 

kewenangan pemerintah kota samarinda pada tanggal 18 Mei 2026 di Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda, diperoleh keterangan sebagai berikut: 

 “Bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan dilaksanakan melalui beberapa bidang yang memiliki tugas dan 

kewenangan masing-masing dalam mendukung pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Samarinda memiliki beberapa 

bidang yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan daerah. 

Salah satu bidang tersebut adalah Bidang Sumber Daya Kesehatan yang 

memiliki kewenangan dalam pengelolaan tenaga kesehatan maupun tenaga 

nonkesehatan. Bidang ini bertanggung jawab terhadap distribusi tenaga 

kesehatan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia kesehatan, serta 

pengembangan kapasitas tenaga medis guna menunjang kualitas pelayanan 

kesehatan di Kota Samarinda. 

Selain itu, terdapat bidang yang menangani pemenuhan sarana dan 

alat kesehatan, termasuk pengadaan, pemeliharaan, serta kalibrasi alat 

kesehatan yang digunakan pada fasilitas pelayanan kesehatan. Bidang ini 

                                                             
58 Hasil wawancara dengan Ibu Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas 

Kesehatan pada tanggal 15 Juni 2026 
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memiliki peran penting dalam memastikan bahwa fasilitas kesehatan di 

Kota Samarinda memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung pelayanan kepada masyarakat. 

Selanjutnya, terdapat bidang farmasi yang bertugas dalam 

pengelolaan obat-obatan, bahan medis habis pakai, serta melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap apotek. Bidang ini juga berperan 

dalam menjamin ketersediaan serta pengawasan penggunaan obat-obatan 

agar sesuai dengan standar pelayanan kesehatan yang berlaku. Di bidang 

pelayanan kesehatan, kewenangan Dinas Kesehatan mencakup pelaksanaan 

pelayanan kesehatan dasar, pelayanan rujukan berjenjang dari fasilitas 

kesehatan tingkat pertama, serta pelayanan kesehatan tradisional seperti 

pijat, massage, dan akupuntur. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memiliki 

bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang menangani penyakit 

menular maupun tidak menular sebagai bagian dari upaya peningkatan 

derajat kesehatan masyarakat. 

Kemudian, terdapat bidang kesehatan masyarakat yang berfokus 

pada pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup masyarakat, mulai dari 

bayi, anak, remaja, hingga lanjut usia. Pelaksanaan tugas pada setiap bidang 

tersebut menunjukkan bahwa urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan dilaksanakan melalui pembagian kewenangan yang terstruktur 

sesuai dengan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kota Samarinda”.59 

 

3. PEMBAGIAN KEWENANGAN URUSAN KESEHATAN ANTARA 

PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI, DAN 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

3.1 Pembagian Kewenangan Urusan Kesehatan Antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kota Samarinda Melalui Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

pada tanggal 18 Mei 2026, terkait tentang Pembagian Kewenangan Urusan 

                                                             
59 Hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 

pada tanggal 18 Mei 2026 
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Kesehatan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kota Samarinda, adalah sebagai berikut: 

“Pembagian kewenangan urusan kesehatan dilaksanakan secara 

berjenjang antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah. Setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan 

yang berbeda, namun saling berkaitan dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan memiliki 

kewenangan dalam menetapkan kebijakan nasional di bidang kesehatan, 

menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), menetapkan 

program prioritas nasional, menyusun regulasi, melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh 

Indonesia, serta menetapkan standar tenaga kesehatan, standar fasilitas 

kesehatan, dan standar pelayanan kesehatan yang menjadi pedoman bagi 

pemerintah daerah. Selain itu, Pemerintah Pusat juga bertanggung jawab 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan 

nasional, seperti pengendalian penyakit tertentu, penanggulangan kejadian 

luar biasa, serta pengelolaan rumah sakit vertikal milik pemerintah pusat. 

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi 

memiliki kewenangan melaksanakan pembinaan, koordinasi, monitoring, 

dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di 

kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi juga bertanggung jawab dalam 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang bersifat lintas kabupaten/kota, 

pengelolaan rumah sakit milik pemerintah provinsi, pembinaan sumber 

daya kesehatan, serta meneruskan berbagai kebijakan, surat edaran, dan 

petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah kabupaten/kota 

agar pelaksanaannya berjalan secara seragam sesuai ketentuan yang 

berlaku. 

Sementara itu, Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda memiliki kewenangan dalam 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sebagai 

urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. 

Kewenangan tersebut meliputi pengelolaan puskesmas dan jaringannya, 

pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pembinaan tenaga 

kesehatan, pelaksanaan program kesehatan masyarakat, pelayanan 

kesehatan ibu dan anak, imunisasi, gizi masyarakat, pengendalian penyakit, 

kesehatan lingkungan, promosi kesehatan, surveilans kesehatan, perizinan 

tertentu di bidang kesehatan sesuai kewenangan daerah, serta pengawasan 

terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di wilayah Kota Samarinda. 

Selain itu, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan rumah sakit, 

puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, apotek, serta BPJS Kesehatan 
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dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, masing-masing 

tingkat pemerintahan memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai 

kewenangannya sehingga penyelenggaraan urusan kesehatan dapat berjalan 

secara terkoordinasi. Pemerintah Pusat berperan sebagai pembuat kebijakan 

nasional, Pemerintah Provinsi berperan sebagai koordinator dan pembina, 

sedangkan Pemerintah Kota menjadi pelaksana langsung pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat. Melalui pembagian kewenangan tersebut 

diharapkan pelayanan kesehatan dapat terlaksana secara efektif, merata, dan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat di daerah.”60 

 

3.2 Pembagian Kewenangan Urusan Kesehatan Antara Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Provinsi, Dan Pemerintah Kota Samarinda Melalui BPJS 

Kesehatan Cabang Samarinda 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Ibu Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas 

Kesehatan pada tanggal 15 Juni 2026, diperoleh keterangan bahwa 

Pembagian Kewenangan Dan Peran antara BPJS Kesehatan, Dinas 

Kesehatan, Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, sebagai berikut: 

“Pembagian kewenangan antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, 

dan fasilitas pelayanan kesehatan telah diatur dalam berbagai ketentuan 

peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 40 

Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 

Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, serta 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional. Dalam pelaksanaannya, masing-

masing memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, namun saling 

berkaitan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat. 

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan memiliki 

kewenangan menetapkan kebijakan nasional di bidang kesehatan, 

menyusun regulasi, menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pelayanan kesehatan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

                                                             
60 Hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 

pada tanggal 18 Mei 2026 
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penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional secara nasional. 

Pemerintah Pusat juga menetapkan kebijakan mengenai manfaat pelayanan 

kesehatan yang dijamin dalam Program JKN serta melakukan evaluasi 

terhadap pelaksanaan program tersebut. 

Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kesehatan Provinsi berperan 

melakukan pembinaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan pelayanan kesehatan di kabupaten/kota. Pemerintah Provinsi 

juga memfasilitasi pelaksanaan kebijakan kesehatan nasional di daerah, 

melakukan pembinaan terhadap rumah sakit milik provinsi, serta 

mendukung koordinasi antara pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan 

dalam pelaksanaan Program JKN. 

Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan dasar kepada masyarakat, pembinaan dan pengawasan terhadap 

puskesmas, klinik, serta fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, 

pembinaan tenaga kesehatan, pelaksanaan program kesehatan masyarakat, 

dan pengawasan mutu pelayanan kesehatan di wilayah Kota Samarinda. 

Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan dalam 

pelaksanaan Program JKN, khususnya terkait peningkatan mutu pelayanan, 

pembinaan fasilitas kesehatan, serta penyelesaian berbagai permasalahan 

pelayanan kesehatan yang dihadapi masyarakat. 

BPJS Kesehatan sendiri bukan merupakan penyelenggara pelayanan 

kesehatan maupun pemegang kewenangan pemerintahan di bidang 

kesehatan, melainkan badan hukum publik yang bertugas 

menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Tugas BPJS 

Kesehatan meliputi melakukan pendaftaran dan pengelolaan kepesertaan 

JKN, mengelola iuran peserta, menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melakukan kerja sama dengan 

fasilitas pelayanan kesehatan, melakukan kredensial dan rekredensial 

fasilitas kesehatan, membayar klaim pelayanan kesehatan kepada fasilitas 

kesehatan, melakukan monitoring dan evaluasi mutu pelayanan, serta 

memberikan informasi dan edukasi kepada peserta mengenai hak dan 

kewajibannya dalam Program JKN. 

Sementara itu, fasilitas pelayanan kesehatan, baik Fasilitas 

Kesehatan Tingkat Pertama seperti puskesmas, klinik, dan praktik dokter, 

maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan seperti rumah sakit, 

memiliki kewajiban memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta JKN 

sesuai dengan standar pelayanan, standar profesi, serta ketentuan yang 

berlaku. Fasilitas pelayanan kesehatan juga bertanggung jawab memberikan 

pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif sesuai dengan 

tingkat pelayanan masing-masing, serta melakukan koordinasi dengan BPJS 

Kesehatan dalam proses administrasi pelayanan maupun pembayaran klaim. 

Dengan adanya pembagian tugas tersebut, penyelenggaraan 

Program Jaminan Kesehatan Nasional dapat berjalan secara terpadu. 

Pemerintah bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan dan 

pembinaan, Dinas Kesehatan melaksanakan pembinaan dan pengawasan 
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pelayanan kesehatan di daerah, BPJS Kesehatan menyelenggarakan 

jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan, sedangkan fasilitas pelayanan 

kesehatan memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada 

masyarakat sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.”61 

 

4. INSTANSI ATAU LEMBAGA YANG TERLIBAT DALAM 

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH  KONKUREN DI 

BIDANG KESEHATAN DI KOTA SAMARINDA 

4.1 Instansi Atau Lembaga Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah  Konkuren Di Bidang Kesehatan Di Kota Samarinda 

Melalui Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak 

Budy Setyawan selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda pada tanggal 18 Mei 2026,  terkait dengan 

Instansi atau Lembaga yang terlibat dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah  Konkuren di Bidang Kesehatan di Kota Samarinda, diperoleh 

keterangan sebagai berikut: 

“Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan, terdapat beberapa instansi dan lembaga yang saling 

berkoordinasi dan memiliki peran masing-masing sesuai dengan 

kewenangannya. 

Dinas Kesehatan Kota Samarinda berperan sebagai perangkat 

daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, 

khususnya dalam pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat. Dalam 

pelaksanaannya, Dinas Kesehatan tidak bekerja sendiri, melainkan 

berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait, baik dari pemerintah pusat, 

pemerintah provinsi, maupun lembaga pelayanan kesehatan lainnya. 

Adapun instansi yang terlibat antara lain Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia sebagai pembuat kebijakan dan regulasi nasional di 

bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur sebagai 

perpanjangan koordinasi pemerintah provinsi, serta BPJS Kesehatan yang 
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berperan dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Selain itu, fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit 

pemerintah maupun swasta, klinik kesehatan, apotek, laboratorium 

kesehatan, dan fasilitas kesehatan tingkat pertama lainnya juga menjadi 

bagian penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kota 

Samarinda. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga 

melakukan koordinasi dengan organisasi profesi kesehatan, seperti Ikatan 

Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI), 

Ikatan Bidan Indonesia (IBI), serta lembaga lain yang berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan masyarakat. Koordinasi tersebut dilakukan untuk 

mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pembinaan tenaga 

kesehatan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan di 

daerah. 

Dengan adanya keterlibatan berbagai instansi dan lembaga tersebut, 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan di 

Kota Samarinda diharapkan dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi, dan 

mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada 

Masyarakat”.62 

 

4.2 Instansi Atau Lembaga Yang Terlibat Dalam Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintah  Konkuren Di Bidang Kesehatan Di Kota Samarinda 

Melalui BPJS Kesehatan Cabang Samarinda 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu 

Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan 

pada tanggal 15 Juni 2026, narasumber menjelaskan bahwa Instansi atau 

pihak mana saja yang terlibat dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan 

di Kota Samarinda, sebagai berikut: 

“Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota 

Samarinda tidak hanya melibatkan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara 

program, tetapi juga melibatkan berbagai instansi dan fasilitas pelayanan 

kesehatan yang memiliki tugas dan kewenangan masing-masing. 

Narasumber menerangkan bahwa pihak-pihak yang terlibat antara lain 

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda, rumah sakit pemerintah maupun swasta, puskesmas, klinik, 
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serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang telah bekerja sama dengan 

BPJS Kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada peserta JKN. Selain 

itu, dalam pelaksanaan program JKN juga diperlukan dukungan dan 

koordinasi dengan instansi lain yang berkaitan dengan administrasi 

kepesertaan maupun penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Menurut 

narasumber, keterlibatan berbagai pihak tersebut merupakan bentuk sinergi 

dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan guna memastikan masyarakat 

memperoleh akses pelayanan kesehatan yang mudah, merata, dan 

berkelanjutan. Oleh karena itu, koordinasi dan kerja sama antarinstansi 

menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan 

Program JKN sebagai bagian dari penyelenggaraan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan di Kota Samarinda.”63 

 
5. PERAN DINAS KESEHATAN KOTA SAMARINDA DAN BPJS 

KESEHATAN CABANG SAMARINDA DALAM MELAKSANAKAN 

URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN DI BIDANG 

KESEHATAN 

5.1 Peran Dinas Kesehatan Kota Samarinda Dalam Melaksanakan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Di Bidang Kesehatan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

pada tanggal18 Mei 2026, atas Peran Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Konkuren di Bidang Kesehatan 

diketahui sebagai berikut: 

“Dinas Kesehatan Kota Samarinda bertugas melaksanakan urusan 

pemerintahan konkuren di bidang kesehatan yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota Samarinda sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas 

Kesehatan memiliki peran dalam menyusun kebijakan teknis daerah di 

bidang kesehatan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Provinsi. Kebijakan teknis tersebut antara lain berupa 

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan kesehatan pada 
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puskesmas, pedoman pelayanan kesehatan masyarakat, standar pelayanan 

minimal (SPM) bidang kesehatan, pedoman pelaksanaan program 

imunisasi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, pengendalian penyakit 

menular dan tidak menular, pelayanan gizi masyarakat, kesehatan 

lingkungan, serta berbagai petunjuk teknis lainnya yang menjadi acuan bagi 

seluruh fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Samarinda. 

Selain menyusun pedoman teknis, Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

juga melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi, dan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Pengawasan 

dilakukan melalui kegiatan supervisi, pembinaan, monitoring, evaluasi 

kinerja, serta pemeriksaan terhadap pemenuhan standar pelayanan 

kesehatan pada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kota Samarinda. Pengawasan tersebut meliputi 

kualitas pelayanan, ketersediaan tenaga kesehatan, pemenuhan standar 

operasional pelayanan, penggunaan sarana dan prasarana kesehatan, 

ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai, serta kepatuhan fasilitas 

kesehatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun wilayah pengawasan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Samarinda yang terdiri atas 

Kecamatan Samarinda Kota, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Samarinda 

Utara, Samarinda Seberang, Sungai Kunjang, Loa Janan Ilir, Palaran, 

Sambutan, dan Sungai Pinang. Pada wilayah tersebut, Dinas Kesehatan 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh UPTD Puskesmas 

beserta jaringannya, klinik pratama, praktik mandiri dokter dan dokter gigi, 

praktik bidan, apotek, laboratorium kesehatan, toko alat kesehatan, serta 

fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan 

Pemerintah Kota Samarinda. 

Selain fungsi pengawasan, Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga 

berperan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan melalui 

penyediaan obat-obatan, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, 

peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan melalui pendidikan 

dan pelatihan, serta penguatan sistem informasi kesehatan. Dalam 

pelaksanaannya, Dinas Kesehatan juga melakukan koordinasi dengan 

Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, 

BPJS Kesehatan Cabang Samarinda, rumah sakit pemerintah maupun 

swasta, puskesmas, klinik, organisasi profesi kesehatan, dan instansi terkait 

lainnya agar penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berjalan secara 

efektif, terintegrasi, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan 

tersebut dilakukan secara berkala maupun insidental sesuai dengan hasil 

monitoring lapangan, pengaduan masyarakat, maupun evaluasi terhadap 

pelaksanaan program kesehatan sehingga setiap fasilitas pelayanan 

kesehatan tetap memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah. Dengan demikian, Dinas Kesehatan Kota Samarinda tidak 
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hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di bidang 

kesehatan, tetapi juga sebagai pembina, pengawas, koordinator, dan 

fasilitator dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada 

masyaraka.”64 

 

5.2 Peran BPJS Kesehatan Cabang Samarinda Dalam Melaksanakan 

Urusan Pemerintahan Konkuren Di Bidang Kesehatan 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Ibu Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas 

Kesehatan pada tanggal 15 Juni 2026, diperoleh keterangan bahwa Bentuk 

Peran BPJS Kesehatan Dalam Mendukung Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan Konkuren Di Bidang Kesehatan Di Kota Samarinda ialah 

sebagai berikut: 

“BPJS Kesehatan memiliki peran penting dalam mendukung 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan 

melalui penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan tidak menyelenggarakan 

pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat, melainkan 

berperan sebagai badan penyelenggara jaminan kesehatan yang menjamin 

pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta JKN sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku.  Peran BPJS Kesehatan diawali dari pengelolaan administrasi 

kepesertaan JKN, mulai dari pendaftaran peserta, perubahan data peserta, 

pengaktifan dan penonaktifan kepesertaan, hingga pengelolaan pembayaran 

iuran peserta. BPJS Kesehatan juga melakukan verifikasi status kepesertaan 

agar masyarakat yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh hak 

pelayanan kesehatan sesuai dengan kelas dan jenis kepesertaan yang 

dimiliki. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan 

melakukan kerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), 

seperti puskesmas, klinik pratama, praktik dokter, dan praktik dokter gigi, 

serta fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan (FKRTL), seperti rumah 

sakit pemerintah maupun swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. Kerja sama tersebut dilakukan melalui proses kredensial dan 

penandatanganan perjanjian kerja sama untuk memastikan bahwa fasilitas 
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kesehatan memenuhi persyaratan pelayanan, sumber daya manusia, sarana 

prasarana, serta standar mutu pelayanan yang telah ditetapkan. 

Selain itu, BPJS Kesehatan memiliki peran dalam melakukan 

pembinaan, monitoring, dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan yang 

bekerja sama melalui kegiatan monitoring mutu pelayanan, evaluasi 

indikator pelayanan, kredensial dan rekredensial fasilitas kesehatan, serta 

koordinasi secara berkala dengan fasilitas kesehatan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada peserta JKN. Apabila ditemukan kendala dalam 

pelayanan maupun administrasi, BPJS Kesehatan melakukan pembinaan 

bersama Dinas Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan agar 

permasalahan tersebut dapat segera diselesaikan sesuai ketentuan yang 

berlaku. Dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan di Kota Samarinda, BPJS Kesehatan Cabang 

Samarinda juga menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kota 

Samarinda, rumah sakit, puskesmas, klinik, apotek, laboratorium kesehatan, 

serta instansi terkait lainnya. Koordinasi tersebut dilakukan dalam rangka 

peningkatan cakupan kepesertaan JKN, peningkatan mutu pelayanan 

kesehatan, penyelesaian pengaduan peserta, pelaksanaan Program JKN, 

serta penyelesaian berbagai kendala yang terjadi dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan di Kota Samarinda. Selain menjalankan fungsi 

pembiayaan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga melakukan 

sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban 

peserta JKN, tata cara pelayanan kesehatan melalui sistem rujukan 

berjenjang, penggunaan aplikasi Mobile JKN, serta pentingnya kepatuhan 

dalam membayar iuran agar kepesertaan tetap aktif. Edukasi tersebut 

dilakukan melalui kegiatan sosialisasi langsung, pelayanan informasi di 

kantor BPJS Kesehatan, media digital, maupun kerja sama dengan 

pemerintah daerah dan fasilitas kesehatan. Dengan demikian, peran BPJS 

Kesehatan tidak hanya terbatas pada pengelolaan pembiayaan pelayanan 

kesehatan, tetapi juga berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam 

mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan melalui pengelolaan kepesertaan, penjaminan pembiayaan 

pelayanan kesehatan, pembinaan fasilitas kesehatan, monitoring mutu 

pelayanan, koordinasi lintas sektor, serta peningkatan akses masyarakat 

terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.”65 
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6. PELAKSANAAN PELAYANAN  DASAR SEPERTI PUSKESMAS 

SEBAGAI BAGIAN DARI URUSAN WAJIB PELAKSANAAN 

DASAR 

6.1 Pelaksanaan Pelayanan  Dasar Seperti Puskesmas Sebagai Bagian Dari 

Urusan Wajib Pelaksanaan Dasar Melalui Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

pada tanggal 18 Mei 2026, atas Pelaksanaan Pelayanan  Dasar Seperti 

Puskesmas sebagai Bagian dari Urusan Wajib Pelaksanaan Dasar diketahui 

sebagai berikut: 

  “Pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas 

merupakan bagian dari urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar kepada masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah 

Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan berupaya memberikan pelayanan 

kesehatan yang merata dan optimal kepada masyarakat melalui fasilitas 

kesehatan tingkat pertama, khususnya puskesmas yang tersebar di wilayah 

Kota Samarinda. Namun demikian, dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan 

dasar tersebut masih terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda, terutama dalam aspek sumber daya manusia 

kesehatan. Narasumber menjelaskan bahwa Kota Samarinda masih 

mengalami kekurangan tenaga kesehatan, khususnya tenaga dokter dan 

beberapa tenaga kesehatan lainnya. Saat ini, tenaga kesehatan yang relatif 

telah terpenuhi hanya pada profesi perawat dan bidan, sedangkan untuk 

profesi tenaga kesehatan lainnya masih tergolong kurang. 

Keterbatasan sumber daya manusia kesehatan tersebut berdampak 

pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di puskesmas, terutama dalam 

memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Selain itu, 

tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan juga 

menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kesehatan Kota Samarinda dalam 

memenuhi pelayanan kesehatan dasar secara optimal. 

Di samping keterbatasan tenaga kesehatan, faktor anggaran juga 

menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota 

Samarinda. Berdasarkan keterangan narasumber, pada tahun 2026 Dinas 

Kesehatan Kota Samarinda mengalami pemotongan anggaran yang cukup 
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besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya sebagai bagian dari kebijakan 

efisiensi anggaran. Kondisi tersebut turut mempengaruhi pelaksanaan 

program kesehatan, pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan, serta 

peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 

Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Dinas Kesehatan 

Kota Samarinda tetap berupaya menjalankan pelayanan kesehatan dasar 

melalui puskesmas sebagai bagian dari pelaksanaan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan. Upaya tersebut dilakukan melalui 

pengelolaan sumber daya kesehatan, peningkatan koordinasi pelayanan, 

serta pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat secara 

bertahap sesuai kemampuan daerah.”66 

 

6.2  Pelaksanaan Pelayanan  Dasar Seperti Puskesmas Sebagai Bagian 

Dari Urusan Wajib Pelaksanaan Dasar Melalui BPJS Kesehatan 

Cabang Samarinda 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu 

Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan 

pada tanggal 15 Juni 2026, diperoleh keterangan bahwa Mekanisme 

Pelayanan BPJS Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 

sebagai berikut: 

“Pelaksanaan pelayanan kesehatan bagi peserta Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN) dilaksanakan berdasarkan sistem rujukan 

berjenjang sebagaimana diatur dalam ketentuan penyelenggaraan JKN. 

Pada prinsipnya, setiap peserta yang membutuhkan pelayanan kesehatan 

wajib terlebih dahulu datang ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) tempat peserta terdaftar, seperti puskesmas, klinik pratama, praktik 

dokter umum, atau praktik dokter gigi yang telah bekerja sama dengan BPJS 

Kesehatan. Pada tahap awal, peserta melakukan registrasi dengan 

menunjukkan Kartu JKN atau KTP yang telah terintegrasi dengan data 

kepesertaan BPJS Kesehatan. Selanjutnya petugas melakukan verifikasi 

status kepesertaan dan hak pelayanan melalui aplikasi yang digunakan oleh 

fasilitas kesehatan. Setelah proses administrasi selesai, peserta akan 

diperiksa oleh dokter atau tenaga kesehatan di FKTP. Apabila kondisi 

kesehatan peserta masih dapat ditangani sesuai dengan kompetensi dan 

fasilitas yang tersedia di FKTP, maka pelayanan diberikan secara langsung, 
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termasuk pemeriksaan, tindakan medis sederhana, pemberian obat sesuai 

Formularium Nasional (Fornas), pelayanan promotif, preventif, kuratif, 

maupun rehabilitatif dasar. FKTP juga mempunyai fungsi sebagai 

gatekeeper atau pintu masuk utama pelayanan kesehatan dalam sistem JKN 

sehingga sebagian besar pelayanan kesehatan dasar diselesaikan pada 

tingkat ini. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dokter ditemukan 

indikasi medis bahwa pasien memerlukan pemeriksaan lanjutan, tindakan 

spesialistik, atau pelayanan yang tidak dapat diberikan di FKTP, maka 

dokter akan menerbitkan surat rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan 

Tingkat Lanjutan (FKRTL), baik rumah sakit pemerintah maupun rumah 

sakit swasta yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah 

memperoleh pelayanan di rumah sakit, apabila kondisi pasien telah stabil 

maka pasien dapat dirujuk kembali (rujuk balik) ke FKTP untuk 

melanjutkan pengobatan dan pemantauan kesehatannya. Namun demikian, 

untuk kondisi kegawatdaruratan medis, peserta JKN tidak diwajibkan 

melalui FKTP terlebih dahulu. Peserta dapat langsung memperoleh 

pelayanan di Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit terdekat yang 

bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Setelah kondisi pasien dinyatakan 

stabil, proses administrasi kepesertaan akan diselesaikan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, BPJS Kesehatan secara 

berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap fasilitas kesehatan 

yang bekerja sama, baik FKTP maupun FKRTL, melalui pemantauan 

indikator mutu pelayanan, kepatuhan terhadap standar pelayanan, waktu 

tunggu pelayanan, pemanfaatan sistem rujukan, hingga penanganan 

pengaduan peserta. Monitoring tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa 

pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta JKN berjalan sesuai 

dengan standar mutu pelayanan, efektif, efisien, serta memberikan 

perlindungan kesehatan yang optimal kepada masyarakat..”67 

 

7. HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN 

KESEHATAN DI KOTA SAMARINDA 

7.1 Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Kota 

Samarinda Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 
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pada tanggal 18 Mei 2026, terhadap Hambatan dalam Penyelenggaraan 

Pelayanan Kesehatan di Kota Samarinda diketahui sebagai berikut: 

“Salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di Kota Samarinda adalah keterbatasan sumber daya manusia 

(SDM) kesehatan. Selain keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, 

hambatan lain yang dihadapi adalah adanya kebijakan efisiensi anggaran 

pemerintah pada Tahun Anggaran 2026 yang berdampak terhadap 

penyesuaian anggaran di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, termasuk 

pada sektor kesehatan. Narasumber menjelaskan bahwa dengan adanya 

efisiensi tersebut, Dinas Kesehatan harus melakukan penyesuaian terhadap 

beberapa kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya melalui skala 

prioritas, sehingga pelaksanaan beberapa program pendukung tidak dapat 

dilaksanakan secara optimal. Namun demikian, pelayanan kesehatan dasar 

kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama dan tidak dihentikan, 

karena merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan 

pelayanan dasar. 

Narasumber juga menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran 

tersebut berpengaruh terhadap pelaksanaan beberapa kegiatan, seperti 

peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengembangan kapasitas 

sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan 

pendukung lainnya yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan 

daerah. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan melakukan penentuan skala 

prioritas agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan secara 

optimal meskipun terdapat keterbatasan anggaran..”68 

 

7.2 Hambatan Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Di Kota 

Samarinda Oleh BPJS Kesehatan Cabang Samarinda 

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis 

dengan Ibu Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas 

Kesehatan pada tanggal 15 Juni 2026, Hambatan Dalam Pelaksanaan 

Program BPJS Kesehatan Di Kota Samarinda, Khususnya Terkait 

Koordinasi Dan Pembagian Kewenangan Antar Instansi, Sebagai Berikut: 

“Narasumber menjelaskan bahwa secara umum hubungan 

koordinasi antara BPJS Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kota 
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Samarinda telah berjalan dengan baik karena masing-masing instansi telah 

memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang jelas sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Namun demikian, dalam pelaksanaan 

Program JKN masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi 

optimalisasi pelayanan kepada peserta. Salah satu hambatan yang masih 

sering ditemui adalah adanya peserta JKN dari segmen Pekerja Bukan 

Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri yang menunggak pembayaran 

iuran. Keterlambatan pembayaran iuran tersebut mengakibatkan status 

kepesertaan menjadi tidak aktif sehingga peserta tidak dapat langsung 

memperoleh manfaat pelayanan kesehatan menggunakan JKN sampai 

kewajiban pembayaran iuran dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Kondisi tersebut sering kali menimbulkan kendala pada saat 

masyarakat membutuhkan pelayanan kesehatan secara segera. 

Selain itu, masih ditemukan peserta yang belum memahami 

mekanisme pelayanan JKN, khususnya mengenai prosedur pelayanan 

berjenjang melalui Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), tata cara 

rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), 

maupun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi sebelum memperoleh 

pelayanan kesehatan. Kurangnya pemahaman tersebut sering menyebabkan 

masyarakat menganggap pelayanan BPJS Kesehatan rumit, padahal 

prosedur tersebut merupakan bagian dari sistem pelayanan yang telah 

ditetapkan. 

Narasumber juga menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kerja sama 

dengan fasilitas kesehatan masih terdapat kendala administratif, seperti 

keterlambatan kelengkapan dokumen klaim pelayanan kesehatan maupun 

perlunya proses verifikasi terhadap klaim yang diajukan oleh fasilitas 

kesehatan sebelum dilakukan pembayaran. Meskipun demikian, kendala 

tersebut umumnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antara BPJS 

Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan sehingga tidak sampai 

menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta. Untuk mengatasi 

berbagai hambatan tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Samarinda secara 

rutin melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat 

mengenai hak dan kewajiban peserta JKN, pentingnya membayar iuran 

secara tepat waktu, serta mekanisme pelayanan kesehatan sesuai sistem 

rujukan berjenjang. Selain itu, BPJS Kesehatan juga melakukan koordinasi 

dan evaluasi secara berkala bersama Dinas Kesehatan, rumah sakit, 

puskesmas, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya guna meningkatkan mutu 

pelayanan serta menyelesaikan berbagai kendala yang muncul dalam 

pelaksanaan Program JKN. 

Dengan demikian, narasumber menegaskan bahwa hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan Program JKN bukan disebabkan oleh 

pembagian kewenangan antarinstansi, melainkan lebih kepada aspek 

implementasi pelayanan, kepatuhan peserta terhadap kewajiban 
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pembayaran iuran, pemahaman masyarakat mengenai prosedur pelayanan, 

serta proses administrasi pelayanan kesehatan yang terus diupayakan 

penyelesaiannya melalui koordinasi yang baik antar seluruh pemangku 

kepentingan..”69 

 

8. UPAYA YANG DI LAKUKAN UNTUK MENGATASI HAMABATAN 

YANG TERJADI 

8.1 Upaya Yang Di Lakukan Oleh Dinas Kesehatan Kota Samarinda Untuk 

Mengatasi Hambatan Yang Terjadi 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budy Setyawan selaku 

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Samarinda 

pada tanggal 18 Mei 2026, atas Upaya yang di Lakukan Untuk Mengatasi 

Hamabatan yang Terjadi adalah sebagai berikut: 

“Dinas Kesehatan Kota Samarinda telah melakukan berbagai upaya 

untuk mengatasi hambatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, 

khususnya terkait keterbatasan sumber daya manusia kesehatan. 

Narasumber menjelaskan bahwa salah satu upaya yang dilakukan 

adalah dengan menganjurkan fasilitas pelayanan kesehatan, seperti 

puskesmas, laboratorium kesehatan, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk 

mengoptimalkan tenaga kesehatan yang tersedia. Optimalisasi tersebut 

dilakukan agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap dapat berjalan 

meskipun jumlah tenaga kesehatan masih terbatas. Dalam pelaksanaannya, 

tenaga kesehatan maupun tenaga nonkesehatan dituntut untuk bekerja 

secara lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. 

Kondisi tersebut menyebabkan adanya peningkatan beban kerja dan jadwal 

pelayanan dibandingkan sebelumnya. Namun demikian, langkah tersebut 

dianggap sebagai upaya sementara untuk menjaga agar pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat tetap dapat terlaksana secara optimal. 

Selain optimalisasi tenaga kesehatan yang ada, Dinas Kesehatan 

Kota Samarinda juga terus melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap 

kebutuhan tenaga kesehatan pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan. 

Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan urusan 

pemerintahan konkuren di bidang kesehatan agar pelayanan kesehatan dasar 

                                                             
69 Hasil wawancara dengan Ibu Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas 

Kesehatan pada tanggal 15 Juni 2026 



50 
 

 

kepada masyarakat tetap dapat berjalan dengan baik meskipun menghadapi 

berbagai keterbatasan.”70 

 

8.2 Upaya Yang Di Lakukan Oleh BPJS Kesehatan Cabang Samarinda 

Untuk Mengatasi Hambatan Yang Terjadi 

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu 

Ervin Nartini Selaku Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan 

pada tanggal 15 Juni 2026, Upaya BPJS Kesehatan Dalam Mengatasi 

Hambatan Tersebut Guna Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan, 

sebagai berikut: 

“Narasumber menjelaskan bahwa BPJS Kesehatan secara berkala 

dan berkesinambungan melaksanakan kegiatan evaluasi serta koordinasi 

dengan Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan fasilitas pelayanan kesehatan 

yang telah menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan Program Jaminan 

Kesehatan Nasional (JKN). Kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari 

upaya pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna 

memastikan bahwa seluruh proses pelayanan kesehatan kepada peserta JKN 

berjalan sesuai dengan ketentuan, prosedur, dan standar pelayanan yang 

telah ditetapkan. 

Menurut narasumber, evaluasi yang dilakukan tidak hanya berfokus 

pada aspek administratif, tetapi juga mencakup berbagai aspek teknis 

pelayanan kesehatan, seperti pelaksanaan sistem rujukan, ketersediaan 

layanan kesehatan, kepatuhan fasilitas kesehatan terhadap ketentuan kerja 

sama, serta berbagai kendala yang berpotensi memengaruhi kualitas 

pelayanan kepada peserta JKN. Melalui proses evaluasi tersebut, BPJS 

Kesehatan dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pelaksanaan 

program di lapangan sekaligus mengidentifikasi permasalahan yang 

memerlukan tindak lanjut dan perbaikan. 

Narasumber menjelaskan bahwa koordinasi dengan Dinas 

Kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui berbagai 

forum komunikasi, rapat koordinasi, kegiatan monitoring, maupun 

pembahasan terhadap permasalahan tertentu yang muncul dalam 

pelaksanaan Program JKN. Menurut narasumber, mekanisme koordinasi 

tersebut memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kesamaan 
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pemahaman antar pihak yang terlibat, sehingga setiap permasalahan yang 

ditemukan dapat segera dibahas dan dicarikan solusi secara bersama-sama. 

Lebih lanjut, narasumber menegaskan bahwa koordinasi yang 

dilakukan secara berkelanjutan merupakan salah satu strategi yang 

ditempuh BPJS Kesehatan untuk menjaga efektivitas penyelenggaraan 

Program JKN sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang 

diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya komunikasi, evaluasi, dan 

koordinasi yang dilakukan secara rutin, berbagai hambatan yang berpotensi 

mengganggu pelaksanaan program dapat diantisipasi lebih dini, sehingga 

tujuan penyelenggaraan JKN dalam memberikan jaminan pelayanan 

kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkesinambungan bagi 

masyarakat dapat tercapai secara optimal.”71 
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BAB III 

PEMBAHASAN TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN KONKUREN DI BIDANG KESEHATAN OLEH 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

A. SISTEM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN 

KONKUREN DI BIDANG KESEHATAN OLEH PEMERINTAH KOTA 

SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 

2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan 

merupakan salah satu bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), urusan pemerintahan terdiri atas Urusan Pemerintahan 

Absolut, Urusan Pemerintahan Konkuren, dan Urusan Pemerintahan Umum. 

Selanjutnya, Pasal 9 ayat (3) menentukan bahwa urusan pemerintahan konkuren 

merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah 

Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Bidang kesehatan 

termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b. 

Pembagian urusan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tidak dilaksanakan oleh satu tingkat pemerintahan saja, 

melainkan dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing-masing. 

Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan nasional, norma, 

standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), menyusun regulasi nasional, menetapkan 
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standar pelayanan minimal, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, 

Pemerintah Pusat berperan sebagai regulator sekaligus pengendali agar 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan di daerah tetap berjalan sesuai dengan 

kebijakan nasional. Selanjutnya, Pemerintah Provinsi memiliki kewenangan 

melaksanakan urusan kesehatan yang bersifat lintas kabupaten/kota, melakukan 

pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota, 

mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan kesehatan dari Pemerintah Pusat, serta 

menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menjadi kewenangan provinsi. 

Dalam kedudukannya tersebut, pemerintah provinsi menjadi penghubung antara 

Pemerintah Pusat dan pemerintah kabupaten/kota sehingga kebijakan nasional 

dapat diterapkan secara efektif di daerah. 

Adapun Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan Kota 

Samarinda melaksanakan kewenangan yang secara langsung berkaitan dengan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kewenangan tersebut meliputi 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar melalui puskesmas, pembinaan 

fasilitas kesehatan tingkat pertama, pengelolaan sumber daya kesehatan, pembinaan 

tenaga kesehatan, pelaksanaan program kesehatan masyarakat, pengawasan 

terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kewenangannya, serta pelaksanaan 

berbagai program promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif di wilayah Kota 

Samarinda. Dengan demikian, Pemerintah Kota Samarinda berfungsi sebagai 

pelaksana urusan pemerintahan konkuren yang berhubungan langsung dengan 

kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat. 
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Pembagian kewenangan tersebut menunjukkan adanya mekanisme check 

and balance dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan. Pemerintah Pusat tidak secara langsung melaksanakan seluruh 

pelayanan kesehatan di daerah, melainkan menetapkan arah kebijakan dan 

melakukan pembinaan. Pemerintah Provinsi menjalankan fungsi koordinasi, 

pembinaan, dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota, sedangkan 

Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai dengan 

kewenangan yang diberikan. Dengan adanya pembagian kewenangan tersebut, 

setiap tingkat pemerintahan memiliki batas kewenangan yang jelas sehingga dapat 

mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan sekaligus menjamin efektivitas 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Kota Samarinda, Dinas 

Kesehatan menjadi perangkat daerah yang bertanggung jawab melaksanakan 

kewenangan Pemerintah Kota sesuai pembagian urusan pemerintahan. Dinas 

Kesehatan tidak hanya melaksanakan kebijakan kesehatan yang ditetapkan 

pemerintah, tetapi juga melakukan pembinaan terhadap puskesmas, klinik, 

laboratorium kesehatan, apotek, serta fasilitas pelayanan kesehatan lainnya sesuai 

kewenangannya. Selain itu, Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap 

mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan standar pelayanan, pengelolaan tenaga 

kesehatan, penyediaan obat dan alat kesehatan, serta pelaksanaan berbagai program 

kesehatan masyarakat. 

Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, Pemerintah Kota Samarinda juga 

perlu memperhatikan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh wilayah kota. 
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Mengingat kondisi geografis Kota Samarinda yang cukup luas serta penyebaran 

penduduk yang tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, penguatan pelayanan 

kesehatan pada wilayah pinggiran kota menjadi bagian penting dalam 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan. Salah satu 

upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pelayanan puskesmas rawat inap 

pada wilayah Sungai Siring, Lempake, Palaran, Lok Bahu, dan Makroman sehingga 

masyarakat memperoleh akses pelayanan kesehatan yang lebih cepat, merata, dan 

efektif. 

Selain penguatan fasilitas pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan 

ketersediaan tenaga kesehatan juga menjadi bagian penting dalam penyelenggaraan 

urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan. Oleh karena itu, kerja sama 

antara Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan dengan perguruan 

tinggi yang memiliki program pendidikan kesehatan, seperti Fakultas Kedokteran 

Universitas Mulawarman, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur 

(UMKT), maupun institusi pendidikan tenaga kesehatan lainnya, dapat menjadi 

salah satu upaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan 

melalui program praktik profesi, magang, serta pengembangan kompetensi tenaga 

kesehatan. 

Di samping pelaksanaan kewenangan oleh Pemerintah Kota Samarinda, 

penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga didukung oleh BPJS Kesehatan sebagai 

badan hukum publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN). Kedudukan BPJS Kesehatan bukan sebagai pelaksana urusan 

pemerintahan konkuren, melainkan sebagai pendukung penyelenggaraan pelayanan 
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kesehatan melalui penyelenggaraan jaminan pembiayaan kesehatan. Melalui 

Program JKN, BPJS Kesehatan mengelola kepesertaan, menjamin pembiayaan 

pelayanan kesehatan, bekerja sama dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama 

maupun fasilitas kesehatan rujukan, serta memastikan peserta memperoleh 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, 

keberadaan BPJS Kesehatan memperkuat penyelenggaraan pelayanan kesehatan 

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tanpa mengambil alih kewenangan 

pemerintah daerah di bidang kesehatan. 

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan yang dikemukakan oleh 

Philipus M. Hadjon, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah memenuhi unsur kewenangan, 

yaitu adanya dasar hukum sebagai sumber kewenangan, adanya pengaruh berupa 

kemampuan pemerintah daerah untuk mengambil tindakan dalam penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan, serta adanya kesesuaian hukum karena kewenangan tersebut 

dilaksanakan sesuai dengan batas yang telah ditentukan dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, 

Pemerintah Kota Samarinda melaksanakan kewenangannya berdasarkan atribusi 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak melampaui batas 

kewenangan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. 

Selain mencerminkan teori kewenangan, penyelenggaraan urusan 

pemerintahan konkuren di bidang kesehatan juga menunjukkan penerapan Asas-

Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Asas kepastian hukum tercermin 

dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan 
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ketentuan peraturan perundang-undangan. Asas kemanfaatan diwujudkan melalui 

berbagai program kesehatan yang bertujuan meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat. Asas keterbukaan terlihat melalui koordinasi dan penyampaian 

informasi antara pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan masyarakat. 

Asas pelayanan yang baik tercermin dari penyediaan pelayanan kesehatan melalui 

puskesmas, rumah sakit, serta fasilitas kesehatan lainnya yang mengutamakan 

kemudahan akses, ketepatan pelayanan, dan keberlanjutan pelayanan kesehatan 

kepada masyarakat. 

Dalam perspektif konsep pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan di Kota Samarinda juga menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan 

merupakan bentuk pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah 

daerah. Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Kesehatan melaksanakan 

pelayanan kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan 

publik, sedangkan BPJS Kesehatan mendukung melalui penyediaan sistem jaminan 

pembiayaan pelayanan kesehatan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa 

keberhasilan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada 

pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga pada koordinasi 

antarlembaga dalam memberikan pelayanan kesehatan yang efektif, mudah diakses, 

berkesinambungan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

Berdasarkan uraian tersebut, menurut penulis, sistem penyelenggaraan 

urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan oleh Pemerintah Kota 

Samarinda telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut ditunjukkan oleh adanya pembagian 
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kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan 

Pemerintah Kota Samarinda yang menciptakan mekanisme check and balance 

dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Pelaksanaan 

kewenangan tersebut telah mencerminkan teori kewenangan karena dilaksanakan 

berdasarkan dasar hukum dan batas kewenangan yang jelas, menerapkan prinsip-

prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, serta didukung oleh konsep 

pelayanan publik melalui sinergi antara Dinas Kesehatan Kota Samarinda dan BPJS 

Kesehatan dalam memenuhi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. 

B. HAMBATAN DALAM PENYELENGGARAAN URUSAN 

PEMERINTAHAN KONKUREN DI BIDANG KESEHATAN OLEH 

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA 

Penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan pada 

dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan pembagian kewenangan sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai 

hambatan yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Hambatan tersebut tidak menunjukkan adanya kekeliruan dalam pengaturan 

pembagian kewenangan, melainkan lebih berkaitan dengan implementasi 

kewenangan oleh masing-masing tingkat pemerintahan, ketersediaan sumber daya, 

serta koordinasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 

Salah satu hambatan yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya 

manusia (SDM) kesehatan, baik dari segi jumlah maupun pemerataan tenaga 

kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar 
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pada beberapa fasilitas pelayanan kesehatan belum dapat berjalan secara optimal. 

Pemerintah Kota Samarinda sebagai pelaksana urusan pemerintahan konkuren 

memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan melalui 

Dinas Kesehatan, puskesmas, serta fasilitas kesehatan lainnya. Namun demikian, 

pelaksanaan kewenangan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan tenaga 

kesehatan yang memadai sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan 

secara efektif dan merata. 

Hambatan berikutnya berkaitan dengan keterbatasan anggaran daerah, 

terutama setelah adanya kebijakan efisiensi belanja pemerintah yang berdampak 

pada penyesuaian alokasi anggaran di sektor kesehatan. Kondisi tersebut 

berpengaruh terhadap pelaksanaan berbagai program kesehatan, pengadaan alat 

kesehatan, pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan, serta peningkatan 

kapasitas sumber daya manusia kesehatan. Meskipun pelayanan kesehatan tetap 

menjadi urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, keterbatasan 

anggaran menyebabkan pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian skala 

prioritas sehingga tidak seluruh program kesehatan dapat dilaksanakan secara 

optimal. 

Selain itu, pembagian kewenangan yang bersifat berjenjang juga menjadi 

tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di 

bidang kesehatan. Pemerintah Pusat memiliki kewenangan menetapkan kebijakan 

nasional, norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), sedangkan Pemerintah 

Provinsi melaksanakan fungsi koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap 

pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, Pemerintah Kota Samarinda bertanggung 
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jawab melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat sesuai 

kewenangannya. Kondisi tersebut menuntut adanya koordinasi yang intensif agar 

setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dapat diimplementasikan 

secara efektif di daerah. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, pelaksanaan 

program kesehatan dapat mengalami keterlambatan maupun perbedaan dalam 

pelaksanaannya. 

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, BPJS Kesehatan juga 

menghadapi beberapa hambatan sebagai pendukung pelaksanaan pelayanan publik 

di bidang kesehatan. Salah satu hambatan yang masih sering terjadi adalah adanya 

peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menunggak pembayaran 

iuran sehingga status kepesertaannya menjadi tidak aktif. Kondisi tersebut 

berdampak terhadap akses masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan 

yang dijamin oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, masih ditemukan kendala 

administratif, seperti ketidaksesuaian data kepesertaan, keterlambatan pembaruan 

data peserta, maupun kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme 

pelayanan dan sistem rujukan berjenjang. Meskipun demikian, berbagai kendala 

tersebut pada umumnya dapat diselesaikan melalui koordinasi antara BPJS 

Kesehatan, Dinas Kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, dan pemerintah daerah. 

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan, hambatan-hambatan tersebut 

menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah tidak hanya 

ditentukan oleh adanya dasar hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan 

pemerintah daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan. Dengan kata 

lain, kewenangan yang telah diberikan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
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2014 belum tentu dapat dilaksanakan secara optimal apabila belum didukung oleh 

sumber daya manusia, anggaran, dan koordinasi yang memadai. 

Apabila dianalisis berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik 

(AUPB), hambatan tersebut berpengaruh terhadap penerapan asas kemanfaatan, 

asas kecermatan, asas kepentingan umum, dan asas pelayanan yang baik. 

Keterbatasan tenaga kesehatan dan anggaran dapat memengaruhi kualitas 

pelayanan yang diterima masyarakat, sedangkan koordinasi yang belum optimal 

dapat menghambat terwujudnya pelayanan yang cepat, efektif, transparan, dan 

responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan 

pelayanan kesehatan tidak hanya memerlukan pembagian kewenangan yang jelas, 

tetapi juga penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam setiap 

pelaksanaan kewenangan. 

Ditinjau dari konsep pelayanan publik, hambatan tersebut turut 

memengaruhi pemenuhan hak masyarakat atas pelayanan kesehatan. Pelayanan 

publik yang baik menghendaki pelayanan yang mudah diakses, cepat, tepat, 

berkualitas, dan berkesinambungan. Namun, keterbatasan sumber daya manusia, 

anggaran, serta kendala koordinasi dan administrasi kepesertaan JKN dapat 

memengaruhi efektivitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun 

fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dengan demikian, 

keberhasilan pelayanan publik di bidang kesehatan tidak hanya ditentukan oleh 

kewenangan pemerintah daerah, tetapi juga oleh sinergi seluruh pemangku 

kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
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Menurut penulis, hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 

konkuren di bidang kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda lebih bersifat 

implementatif daripada normatif. Pengaturan pembagian kewenangan antara 

Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota telah memberikan 

batas kewenangan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaannya masih 

dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya manusia kesehatan, penyesuaian 

anggaran daerah, koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta beberapa kendala 

administratif dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional. Oleh 

karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan 

kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran, 

penguatan koordinasi antar tingkat pemerintahan, serta peningkatan sinergi antara 

Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan fasilitas pelayanan kesehatan agar 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan dapat berjalan 

secara lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai sistem 

penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang kesehatan oleh 

Pemerintah Kota Samarinda, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda telah sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pelaksanaannya dilakukan melalui pembagian kewenangan yang jelas 

antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota 

Samarinda sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing. 

Pelaksanaan tersebut telah mencerminkan teori kewenangan, menerapkan 

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), serta didukung oleh 

BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan 

Nasional (JKN) dalam mendukung pelayanan publik di bidang kesehatan. 

2. Hambatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan oleh Pemerintah Kota Samarinda terdiri atas hambatan internal 

dan hambatan eksternal. Hambatan internal berupa keterbatasan sumber 

daya manusia kesehatan dan anggaran daerah, sedangkan hambatan 

eksternal meliputi koordinasi antar tingkat pemerintahan serta kendala 

administratif dalam pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN). Dengan demikian, hambatan yang terjadi lebih berkaitan dengan 
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implementasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan daripada pembagian 

kewenangan. 

B. Saran 

Adapun saran yang diberikan oleh penulis: 

 

1. Pemerintah Kota Samarinda, khususnya Dinas Kesehatan Kota Samarinda, 

disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas pelaksanaan kewenangan 

di bidang kesehatan melalui pemerataan tenaga kesehatan, peningkatan 

kompetensi sumber daya manusia, optimalisasi pemanfaatan anggaran, 

serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan. Selain itu, Dinas 

Kesehatan perlu terus memperkuat pelaksanaan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik dalam setiap penyelenggaraan pelayanan 

kesehatan agar pelayanan yang diberikan semakin efektif, transparan, 

akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. 

2. Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah 

Kota Samarinda, serta BPJS Kesehatan diharapkan dapat memperkuat 

koordinasi dan sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui 

penyelarasan kebijakan, peningkatan dukungan anggaran, pemenuhan 

tenaga kesehatan, penguatan puskesmas rawat inap di wilayah pinggiran 

kota, serta kerja sama dengan perguruan tinggi bidang kesehatan. Dengan 

demikian, penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren di bidang 

kesehatan dapat terlaksana secara lebih efektif, merata, dan berkelanjutan.
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